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Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender

INPRES 9/2000 2012 STRANAS PPRG

Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif Gender

Pengarusutamaan gender
dlm pembangunan nas

RPJPN Buku Il Agenda RENSTRA KPPA
2005-2025 Pembangunan Bidang—> e o 2015-2019
Pengarusutamaan
‘ Gender Tujuan 1:
Meningkatnya pengarusutamaan
RPJMN Sasaran: Memberdayakn Kaum Persmpuan gender dan pemberdayaan
2015-2019 . Meningkatkan kualitas perempuan di berbagai bidang
hidup dan peran
perempuan di berbagai GENDER Indikator:
‘ bidang pembangunan EQUALITY * Jumlah kebijakan yang responsif

gender dan mendukung
pemberdayaan perempuan

* Jumlah lembaga yang
melaksanakan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan
perempuan ?

Bab V Pembangunan

RKP Bidang—>
|$ Pengarusutamaan

Gender

SDG tujuan 5




INDEKS PEMBANGUNAN GENDER(IPG) &

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
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Gender parity is 70,07 70,46 70,68 70,83
not just good for 68,15 L
women — it's good
for societies
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SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KERANGKA REGULASI 2020-2024

SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS

H iti * Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku
Terwujudnya Kesetaraan e CE D e T Pelembagaan PUG di tingkat pusat, o gntin arF: p g
Gend engarusutamaan gender di daerah, dan desa P gat . .

enaer peng g * penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua
S A\ Indeks . SEiltd _ bidang pembangunan
Pembangunan bldang- pembangunan di * Penguatan pelaksanaan PPRG di semua jenjang
Gender (IPG) tingkat pusat, pemerintahan
M daerah, dan desa * Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender
90,96 * Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah
(2017) (2024)
Meningkatkan peran . . * Peningkatan kapasitas perempuan di berbagai bidang
Indeks erembuan di dalam Peningkatan pemberdayaan perempuan di pembangunan
Pemberdayaan . per:bangunan berbagai bidang pembangunan * Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk

mendorong partisipasi dan akses perempuan di berbagai
bidang pembangunan

Gender (IDG)

71,74 P 4

* Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran

(2017) (2024) . .
aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia
. * Peningkatan upaya pencegahan usaha
. Meningkatkan upaya ¢
Prevalensi Kekerasan perlindufgan pere:n:uan penanganan, penegakan, dan * Penguatan regulasi pencegahan kekerasan terhadap
tet"hadap Perempuan dari berbagai tindak pengawasan hukum perempuan termasuk TPPO
usia 15-64 ta'hun 12 kekerasan terhadap * Peningkatan kapasitas kelembagaan dan * Penguatan data terpadu untuk pencegahan dan penanganan
bulan terakhir perempuan termasuk TPPO koordinasi/sinergi di tingkat pusat dan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
9,40% daerah * Penguatan koordinasi upaya perlindungan perempuan dari
(2016) (2024) berbagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO

* Penguatan sinergi unit-unit layanan KtP

KERANGKA REGULASI 1 Undang-Undang PUG;

Review KUHP Responsif Gender.

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Bappenas



UU NO. 5 TAHUN 2014 ASN

ASAS SISTEM MERIT

(psl 2) Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
Kepastian Hukum kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
Profesionalitas membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal

Proporsionalitas
Keterpaduan
Delegasi
Netralitas

Akuntabilitas PENGISIAN JPT (pSl 108)

Efektif dan efisien

Keterbukaan - _
NarEha e Secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan

Persatuan dan kesatuan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan,

Keadilan dan kesetaraan rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang

Kesejahteraan. dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e JPT Utama dan Madya: pada tingkat nasional

* JPT Pratama : tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan
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KOMPOSISI JPT MADYA & PRATAMA

bpkpD

JPT MADYA/ ESELON | BPKP

M Perempuan

® Laki-laki

JPT PRATAMA/ESELON Il BPKP
4 Orang;

6%

60 Orang; M Perempuan

94% M Laki-laki

~_

“A
Kementerian PPN/
Bappenas

JPT MADYA/ESELON | BAPPENAS

M Perempuan
12 Orang;

75% M Laki-laki
N7

JPT PRATAMA/ESELON Il BAPPENAS

15 Orang;
30%

35 Orang; M Perempuan

H Laki-laki

70%




HAMBATAN/TANTANGAN PEREMPUAN ASN
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Dukungan

Kultur=> Patriarki : )
Lingkungan kerja

Motivasi

Peran Domestik o
memimpin
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e Perempuan

sebagai mitra laki-
laki

e Day care
e Ruang laktasi

1. Fasilitas

- 4. Perubahan

Kultur bag|

perempuan

3. Kebijakan
struktural

yang

2. Batasan
Usia untuk

prokeadilan beasiswa

gender

¢ Saat ini masih netral
gender—> proporsi
tertentu/keterwakilan
wanita

Lebih fleksible/
diperpanjang




“Where women are full participants
. in a country’s politics or economy,
societies are more likely to succeed.”

Terima Kasih

President Obama
Speaking at the
United Nations General Assembly

SEPTEMBER 2014

ﬂw‘h-?'f:“?""ﬁ
Inclusive Security

Gender equality is more than a goal
initself. It is a precondition for

meeting the challenge of reducing
poverty, promoting sustainable
development and building good

governance.

— /eéi Annan —
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